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KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Umum Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan
Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat
penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh
sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang
kelangsungan usaha Bank. Sebaliknya, bila pengelolaan
tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan
berhentinya usaha Bank. Dalam arti sempit, pembiayaan
dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan
oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syari’ah kepada

Nasabah.

Pembiayaan secara luas berarti financing atau
pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk
mendukung investasi yang telah direncanakan, baik

dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.
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Pembiayaan memiliki perbedaan dengan kredit
Bank Konvensional, perbedaan ini terletak pada akad,
tujuan, maupun substansinya. Bahwa pembiayaan terikat
pada prinsip-prinsip syariah dengan memilah dan memilih
objek serta tujuan penggunaan dananya.’

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah
dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank
berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam
bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang
diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.
Pemilik dana percaya kepada pengguna dana, bahwa dana
dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan
terbayar. Penerimaan pembiayaan mendapat kepercayaan
dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan
berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang
telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah

diperjanjikan dalam akad pembiayaan.?

! Edi Susilo, Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syari’ah,

(Jawa Tengah: Unisnupress, Jilid 1: 2017), 109.

2 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2013), 105.
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Dikutip dari Undang-Undang Perbankan Syariah
Nomor 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan
dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank
Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan
pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu
tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi
hasil.?

Dari pengertian diatas dapatlah dijelaskan bahwa
kredit atau pembiyaan dapat berupa uang atau tagihan
yang lainnya diukur dengan uang, misalnya bank
membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil.
Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditor)
dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka
sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.
Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban

masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga

® https://www.bi.go.id, (Diakses Pada Tangggal 29 Januari 2019).



23

yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah
sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian
yang telah dibuat bersama.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang
diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan
pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip
syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan.
Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan
yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank yang
berdasarkan prinsip syariah bagi hasil berupa imbalan

atau bagi hasil.*

. Jenis-jenis Pembiayaan

Secara garis besar, pembiayaan dibagi berdasarkan
tujuan penggunaannya dan berdasarkan jangka waktunya.
Ini adalah pembagian pembiayaan secara umum yang
biasa dipakai oleh Bank. Namun masih terdapat jenis-

jenis lain dari pembiayaan misalnya berdasarkan wilayah,

* Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2014), 85.



24

berdasarkan sektor ekonomi yang dibiayai, berdasarkan
pekerjaan nasabah, dan lainnya.
1. Pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan:
a. Pembiayaan Konsumtif
Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan
yang dipakai untuk kebutuhan konsumsi
misalnya, pembiayaan mobil, motor, rumah,
untuk biaya sekoah, dan sebagainya.
Pembiayaan konsumtif sampai saat ini masih
mendominasi di berbagai Bank di Indonesia,
ini  berkaitan dengan kultur masyarakat
Indonesia yang memang gemar konsumsi.
b. Pembiayaan Produktif
Pembiayaan produktif adalah pembiayaan
yang digunakan untuk mendanai usaha
produktif atau operasional perusahaan, baik itu
untuk ekspansi kapitalis perusahaan ataupun
untuk menjaga cash flow perusahaan selama

periode tertentu, dan menjaga kelangsungan



modal kerja perusahaan. Pembiayaan ini dibagi
menjadi dua, yaitu:

1. Pembiayaan Investasi, yaitu
pembiayaan untuk pengadaan sarana/
alat  produksi, misalnya  untuk
pembelian mesin  produksi, untuk
membangun gedung/ pabrik baru.

2. Pembiayaan modal kerja, vyaitu
pembiayaan untuk pengadaan bahan
baku atau barang yang diperdagangkan,
Modal kerja adalah modal yang dipakai
perusahaan dalam jangka pendek,
misalnya diperusahaan dagang di
perusahaan industry dapat berupa
pembelian  barang  baku, untuk
menggaji karyawan ataupun menjaga
cash flow perusahaan dalam satu
periode karena ada ekspansi wilayah

usaha sehingga diperlukan kesediaan
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cash karena penjualan dilakukan secara
non tunai dan lainnya.
2. Pembiayaan berdasarkan jangka waktu:
a. Jangka pendek (< 1 tahun)
Pembiayaan dengan jangka satu tahun atau kurang
dari itu dikategorikan pembiayaan jangka pendek.
Karena satu periode akuntansi adalah satu tahun.
Pembiayaan jenis ini pada umumnya berbentuk
fasilitas rekening Koran pada Bank Umum, atau
yang paling populer saat ini adalah kartu kredit.
b. Jangka menengah (= 1 tahun)
Pembiayaan jangka menengah biasanya berjangka
waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
Pembiayaan jenis ini biasanya untuk pembiayaan
modal Kkerja, ataupun pembiayaan konsumtif.
Namun saat ini banyak pembiayaan konsumtif
yang berjangka waktu diatas 3 tahun contohnya

pembelian rumah, mobil, bahkan sepeda motor
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pun saat ini banyak yang berjangka waktu diatas 3

tahun.

. Jangka panjang (> 3 tahun)

Pembiayaan berjangka waktu di atas 3 tahun saat
ini mendominasi pembiayaan Perbankan di
Indonesia jarang sekali mencairkan pembiayaan
berjangka waktu di bawah 3 tahun. Kartu kredit
Perbankan saat ini dikelola oleh perusahaan lain di
luar Bank yang menjalin perjanjian dengan Bank.
Bagi Bank, perjanjian berjangka waktu di atas 3
tahun lebih menguntungkan daripada dibawah 3
tahun. Sedangkan pembiayaan dengan jangka
waktu diatas 5 tahun biasanya berupa pembiayaan

investasi dan KPR (kredit pemilikan rumah).’

3. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Bagi orang-orang awam, pembiayaan syariah

tampak sebagai pembiayaan konvensional yang

disamarkan. Sebab, pola arus kasnya bisa begitu

117.

® Edi Susilo, Analisis Pembiayaan Dan Risiko perbankan Syariah,
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mirip. Saat kita menelaah pembiayaan syariah, penting

bagi kita untuk meletakkan satu kaki secara kukuh

diata prinsip-prinsip keuangan syariah, yaitu:

1. Pembiayaan syariah tidak berurusan dengan riba
(bunga). Ini adalah aturan mendasar pemberi
pinjaman atau kreditor tidak boleh mendapatkan
bunga dan debitor tidak boleh membayar bunga.
Sebaliknya,  kreditor, seperti  bank, bisa
mendapatkan laba dengan pertama-tama membeli
dan memiliki aset (dan karenanya mengambil alih
risiko kepemilikan) dan kemudian menjual aset itu
kepada Anda dengan selisin atau margin laba
tertentu. Fakta bahwa bank mengambil alih risiko
kepemilikan (tanpa memedulikan seberapa pendek
jangka waktunya) membuat bank berhak untuk
mendulang laba.

2. Pembiayaan syariah tidak boleh bertujuan
mendanai aset atau kegiatan haram (dilarang).

Jadi, tidak mungkin mendapatkan pembiayaan



29

syariah untuk membangun pabrik pembotolan bir
atau membeli peternakan babi.

Pembiayaan syariah menekankan kewajiban untuk
mengungkapkan informasi demi melindungi yang
lemah. Jadi, ketimbang mengambil peran kreditor,
penyedia dana didorong Dbertindak sebagai
investor. Dengan memiliki andil dalam proyek
debitor, saling kerja sama dan memberikan
keuntunganpun tercipta. Transparansi kontrak juga
meningkat karena sebagai mitra, pastilah Anda
ingin mitra-mitra Anda yang lain untuk memiliki
informasi lengkap supaya proyeknya berhasil demi
keuntungan bersama. Juga, kontrak dan transaksi
distrukturkan  untuk  bebas  dari  gharar

(ketidakpastian).®

® Daud Vicary Abdullah, Keon Chee, Buku Pintar Kuangan Syariah

Cara Mudah Memahami Prinsip, Praktik, Prospek, dan Keunggulan
Keuangan Islam Di Zaman Kita, (Jakarta: Zaman, 2012), 177.
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B. Hakikat Pembiayaan Tanggung Renteng
1. Pembiayaan Tanggung Renteng
a. Pengertian Tanggung Renteng

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung
berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan
untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut
tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng
berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia perkreditan
tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggung
jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas
hutang yang dibuatnya.

Tanggung renteng juga  berarti  hukum
menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang
harus dibayar dan sebagainya. Sistem tanggung renteng
merupakan tanggung jawab bersama setiap orang
anggota kelompok, untuk memenuhi kewajiban secara
bersama-sama jika terdapat suatu masalah.

Dalam pasal 1278 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata dijelaskan bahwa tanggung renteng yaitu:

Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan
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tanggung renteng terjadi antara beberapa orang
berpiutang. Jika di dalam persetujuan secara tegas
kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut
pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang
dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang
berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat
dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang
tadi.”

Seseorang dalam kehidupan sehari-hari ketika
hendak melakukan kegiatan meminjam/hutang kepada
orang lain biasanya diminta untuk memberikan
jaminan bahwa ia dikemudian hari pasti membayar
utangnya tersebut. Untuk itu ia bisa menjaminkan
barangnya yang berupa barang bergerak dengan sistem
gadai atau fiducia, menjaminkan barang yang tidak
bergerak dengan gipotik atau hak tanggungan. Pun juga
dapat meminta orang lain untuk menjadi penjamin atas

hutang-hutangnya.

" Udin Saripudin, “Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif

Ekonomi Islam” Jurnal Iqtisadhia, Vol. 6, No. 2 (September 2013) STAI
Bhakti Persada Bandung, h. 386.
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Jaminan yang diberikan oleh orang lain selaku
pihak ketiga ini dikenal dengan dengan istilah
borgtocth atau personal guaranty. Dalam praktiknya
penanggungan hutang ini  dapat dilaksanakan
perorangan, ataupun oleh institusi perbankan (bank
guaranty).

Dalam konteks Islam penanggugan hutang ini
dikenal dengan istilah kafalah, yaitu orang yang
diperbolehkan bertindak (berakal sehat) berjanji
menunaikan hak yang wajib ditunaikan orang lain atau
berjanji menghadirkan hak tersebut di pengadilan.8

Sumber hukum Kafalah dalam Qur’an Surat

Yusuf ayat 72, Allah SWT berfirman:
- - ~ ~ L2~ _ > _ . &~
s S a5 ST B15s daal 1,06
(05 Ul

“Penyeru-penyeru itu berkata, ’kami kehilangan
piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya

8 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia,
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 158.
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akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta,
dan aku menjamin terhadapnya.

599

Kafalah menurut bahasa berarti al-dhaman

(Jjaminan), hamalah (beban), dan zimah (tanggungan).
Sedangkan kafalah atau al-dhaman menurut istilah,
ialah sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Hanafi, al-kafalah memiliki dua

pengertian, yang pertama arti al-kafalah ialah
menggabungkan zimah kepada zimah yang lain di
pengadilan, dengan jiwa, utang, atau zat benda.
Pengertian  kafalah  yang  kedua ialah
menggabungkan zimah kepada zimah yang lain
dalam pokok (asal) utang.

Menurut Mazhab Maliki, kafalah ialah orang yang
mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi
beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik
menanggung pekerjaan yang sesuai (Sama)

maupun pekerjaan yang berbeda.

% Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Jumunatul ‘Ali Al-

Qur’an dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 244.
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3. Menurut Mazhab Hambali, bahwa yang dimaksud
dengan kafalah ialah Iltizam sesuatu yang
diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan
benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang
yang mempunyai hak menghadirkan dua harta
(pemiliknya) kepada orang yang mempunyai hak.

4. Menurut Mazhab Syafi’i, yang dimaksud dengan
kafalah ialah akad yang menetapkan iltizam hak
yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau
menghadirkan zat benda yang dibebankan atau
menghadirkan badan oleh orang yang berhak
menghadirkannya.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh mazhab

Syafi’i diatas, al-kafalah terdiri atas tiga pengertian,

yaitu al-kafalat al-dayn, al-kafalat al-ain, al-kafalat

al-abdan.

Menurut Sayyid, yang dimaksud dengan kafalah ialah

proses penggabungan tanggugan kafil menjadi beban
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ashil dalam tuntutan dengan benda (materi) yang
sama, baik uang, barang maupun pekerjaan.

Menurut Imam Tagiy al-Din, yang dimaksud dengan
kafalah ialah mengumpulkan suatu beban kepada
beban lain.

Menurut Hasbi Ash-Shiddigie, bahwa yang dimaksud
dengan al-kafalah ialah menggabungkan dzimah
kepada dzimah lain dalam penagihan.

Setelah diketahui definisi kafalah atau al-dhaman
menurut para ulama di atas, kiranya dapat dipahami
bahwa terdapat dua beban (tanggungan) dalam
permintaan dan utang.*

Dalam perjanjian pertanggungan utang disyaratkan
adanya Kkafiil, ashiil, makfullaahu, dan makfulbihi.
Kafiil adalah orang yang wajib melakukan
penanggungan, sedangkan ashiil adalah orang yang
berhutang dan membutuhkan seorang penanggung. Di

sisi lain ada makfullaahu yaitu orang yang memberikan

10 Sohari Sahrani, dkk., Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia,
2011), 245.
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hutang, yang tentu saja harus dikenal oleh Kkafiil.
Kemudian makfulbihi adalah sesuatu yang dijadikan
jaminan atau tanggungan, baik berupa jaminan
kebendaan ataupun jaminan perorangan. Dalam
pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan
tanggung jawab seseorang Yyang dijamin dengan
berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai
penjamin.*!

Penanggungan (jaminan) yang menyangkut
masalah manusia hukumnya boleh. Kafalah dibagi
menjadi dua bagian yaitu kafalah dengan jiwa dan
kafalah dengan harta. Kafalah dengan harta terbagi
menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Kafalah bi al- dayn, yaitu kewajiban membayar
utang orang yang menjadi beban orang lain.

2. Kafalah dengan penyerahan benda, yaitu kewajiban
menyerahkan benda-benda tertentu yang ada

ditangan orang lain, seperti mengembalikan barang

1 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia, 159.
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yang di ghasab dan menyerahkan barang jualan
kepada pembeli. Disyaratkan materi yang di jamin
untuk ashiil adalah seperti dalam kasus ghasab.

Namun, bila bukan berbentuk jaminan, kafalah

batal.

3. Kafalah dengan ‘aib, maksudnya bahwa barang
yang didapati berupa harta terjual dan mendapat
bahaya (cacat) karena waktu yang terlalu lama atau
karena hal-hal lainnya, maka ia (pembawa barang)
sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual,
seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik
orang lain atau barang tersebut adalah barang
gadai.*?

Dalam figh muamalah, tanggung renteng termasuk
dalam jenis kafalah dengan harta atau kafalah bi al-
dayn yaitu kewajiban membayar utang orang yang
menjadi beban orang lain. Sama halnya dengan

tanggung renteng yang diartikan sebagai tanggung

12 5ohari Sahrani, dkk., Fikih Muamalah, 249.
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jawab bersama antara peminjam dengan penjaminnya
atas hutang yang dibuatnya.

Akad kafalah yaitu perjanjian pemberian jaminan
yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak
ketiga (makfullaahu) untuk memenuhi kewajiban pihak
kedua atau pihak yang ditanggung (makhful anhu
/ashiil).

Secara teknis akad kafalah berupa perjanjian
bahwa seseorang memberikan penjaminan kepada
seorang kreditor yang memberikan utang kepada
seorang debitor, yaitu menjamin bahwa utang debitor
akan dilunasi oleh penjamin apabila debitor tidak
membayar utangnya.

Kafalah bila atas sesuatu yang bersifat segera
misalnya utang yang harus segera dilunasi atau sesuatu
di masa depan. Kafalah dapat juga bersyarat, misalnya,
kalau kamu pinjamkan uang pada adikku maka aku

akan jamin hutangnya.
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Kafalah merupakan salah satu jenis akad tabarru
yang bertujuan untuk saling tolong menolong. Namun,
penjamin dapat menerima imbalan sepanjang tidak
memberatkan. Apabila ada imbalan maka akad kafalah
mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.™

2. Nilai dan Konsep Tanggung Renteng
Sistem  tanggung  renteng  merupakan
perwujudan paling tinggi dan kepercayaan serta
merupakan rasa setia kawan antar anggota dalam
kelompok.
Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem
tanggung renteng:
a. Kekeluargaan dan kegotong royongan.
b. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan
pendapat.
c. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga

diri serta rasa percaya diri kepada anggota.

'3 Sri Nurhayati Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta:
Salemba Empat, 2008) , 236.
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d. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan
dikalangan anggota.

Manfaat sistem tanggung renteng adalah untuk
memperkokoh kekompakan kelompok dan kepercayaan
dari pihak luar kepada para anggota. Pelaksanaan sistem
tanggung renteng membutuhkan kontrol sosial yang
kuat, karenanya sistem ini akan berjalan efektif jika
diterapkan dalam satu kelompok yang memiliki ikatan
pemersatu dan ikatan kepentingan yang kuat. Tanggung
renteng akan menjadi efektif diterapkan apabila
kelompok memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang
sangat kuat, memiliki solidaritas, kebanggaan
kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu
yang cukup lama.

b. Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter
yang cukup baik, berpengaruh dan tegas untuk
menegakkan aturan kelompok yang telah

disepakati.
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o

Anggota-anggota  kelompok  memperoleh
pinjaman yang relatif sama besarnya.

Anggota kelompok telah memiliki atau bersedia
menyetor sejumlah tabungan dengan rasio sesuai
dengan jumlah pinjaman yang diminta
sebagimana disyaratkan.

Semua anggota kelompok memiliki usaha
dengan tingkat laba yang memadai.

Kelompok memiliki ketua, pengurus atau
anggota yang bersedia dan memenuhi syarat
untuk menjadi avalis bagi anggota lain yang
membutuhkan kredit namun tidak memiliki
agunan.

Para anggota bersedia menjaminkan harta
pribadinya sebagai agunan.

Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha

terkait kepentingan satu sama lain."*

1 Udin Saripudin, “Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif

Ekonomi Islam” Jurnal Iqtisadhia, Vol. 6, No. 2 (September 2013) STAI
Bhakti Persada Bandung, h. 387.
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3. Konsep Pembiayaan Dalam Sistem Tanggung Renteng
Pada dasarnya, sistem tanggung renteng
merupakan  pencerminan  dari  pelaksanaan  atau
perwujudan asas kekeluargaan dan gotong royong dalam
koperasi. Isdaryadi (2004), Suprapto (2002) sebagaimana
dikutip dari Syaiful Arifin dalam jurnalnya yang berjudul
“Dinamika Implementasi Sistem Tanggung Renteng Dan
Kontribusinya Pada Tercapainya Zero Bad Debt”
menyatakan, sasaran dalam sistem tanggung renteng
terutama ditujukan kepada unsur manusianya. Sistem
tanggung renteng berpengaruh kepada tanggung jawab
bersama atas penerimaan anggota baru dalam kelompok,
perbuatan atau kelakuan anggota kelompok, dan
pengajuan pinjaman dari anggota kelompok kepada
koperasi. Sistem ini juga berpengaruh pada perbuatan atau

kelakuan ~ pemimpin  kelompok atau  pengurus
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kelompoknya, manusia  sebagai pihak  yang
berkepentingan langsung dalam mencapai tujuan.™
Perikatan tanggung renteng pasif diatur dalam
Pasal 1280 KUH Perdata yang bahwa: Adalah terjadi
suatu perikatan tanggung menanggung di pihaknya orang-
orang yang berutang, manakala mereka kesemuanya
diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, sedemikian
bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan
pemenuhan oleh salah satu membebaskan orang-orang
berutang lainnya terhadap si berpiutang. Dalam
perutangan tanggung renteng pasif terdiri atas faktor-
faktor sebagai berikut:
a. Adanya dua debitur atau lebih.
b. Masing-masing debitur itu berkewajiban untuk
prestasi yang sama Yyaitu masing-masing untuk

seluruh prestasi.

15 Syaiful Arifin, “Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung

Renteng Dan Kontribusinya Pada Tercapainya Zero Bad Debt” Jurnal
Keuangan dan Perbankan, Vol. 12, No.3 (September 2008) Fakultas Ekonomi
Universitas Merdeka Malang, h. 520.
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c. Pelunasan oleh seorang debitur membebaskan

debitur-debitur yang lain.

d. Perutangan dari debitur tanggung renteng tersebut

mempunyai dasar atau asal yang sama.

Jaminan tanggung renteng ini dapat timbul dengan
syarat harus dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan
dan tidak pernah dipersangkakan, ia harus dengan tegas
dinyatakan. Tanpa adanya ketegasan yang demikian,
debitur tentu hanya berkewajiban untuk memenubhi
kewajiban yang merupakan bagian utangnya saja kepada
kreditur, dan tidak untuk menanggung bagian utang dari
debitur lain, oleh sebab itu harus diperjanjikan.

Ketentuan Pasal 1282 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, perikatan tanggung menanggung baru ada di
antara para kreditur dengan debitur, jika hal tersebut
secara jelas dinyatakan dalam perjanjian yang
membentuknya. Pada prinsipnya tanggung renteng
diterapkan apabila terdapat salah satu atau beberapa mitra

yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mitra
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yang lain sesuai dengan perjanjian berkewajiban untuk
membayar angsuran anggota mitra yang tidak dapat
membayar angsuran tersebut. Dalam hal ini berlaku
hubungan hukum yang bersifat ekstern, yaitu hubungan
hukum antara pihak debitur dengan kreditur. Dalam
hubungan hukum yang bersifat ekstern ini berakibat
bahwa masing-masing debitur bertanggung jawab untuk
seluruh prestasi terhadap kreditur. Kreditur berhak untuk
meminta pemenuhan prestasi dengan memilih dari salah
seorang debitur, tetapi juga dapat menuntut pemenuhan
prestasi dari kesemuanya. Pemenuhan seluruh prestasi
oleh salah seorang debitur membebaskan debitur-debitur
lainnya. Hubungan hukum yang bersifat intern antara
sesama debitur menimbulkan hak bagi si debitur yang
telah memenuhi prestasi untuk menuntut pembayaran
kembali dari para debitur lainnya, sejumlah bagian

mereka masing-masing.*®

16 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia

Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, (Yogyakarta:
Liberty, 2003), 73.



46

Wanprestasi yang dilakukan oleh mitra dapat dilihat
dari ketentuan Kklasifikasi kondisi mitra. Klasifikasi
kondisi mitra adalah Kklasifikasi terhadap perfomance
mitra oleh kreditur yang dilakukan untuk mendeteksi
secara dini mitra mana saja yang potensial bermasalah.

Klasifikasi tersebut dibagi menjadi empat bagian
untuk memudahkan pengelompokkan mitra, yaitu :

a. Klasifikasi baik

Mitra dapat diketegorikan ke dalam Kklasifikasi
baik apabila kedua aspek penilaian dipenuhi
dengan baik.

b. Kilasifikasi sedang

Mitra dapat dikategorikan ke dalam klasifikasi
sedang apabila mitra hanya dapat memenuhi salah
satu dari kedua aspek penilaian, misal mitra tidak
hadir tetapi tetap membayar angsuran.

c. Kilasifikasi door to door; dan

Mitra dapat dikategorikan ke dalam Kklasifikasi

door to door apabila kedua aspek tersebut tidak
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dipenuhi oleh mitra, namun dalam hal ini masih
dapat dilakukan penagihan dengan mengunjungi
rumah mitra satu per mitra untuk meminta
pembayaran angsuran.

d. Kiasifikasi over tenor.
Mitra dapat dikategorikan dalam aspek over tenor
apabila kedua aspek penilaian tidak dipenuhi dan
melebihi jangka waktu pembayaran angsuran

sesuai perjanjian.'’

C. Keputusan Dalam Meminjam

1. Pengertian Keputusan

Keputusan merupakan sebagai pemilihan suatu
tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Seorang
konsumen yang hendak melakukan pilihan maka ia harus

f.18

memiliki pilhan alternati Pengambilan keputusan

merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap

o Cempaka Widowati, “Efektivitas Tanggung Renteng Pada

Perusahaan Modal Ventura Untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha
Wanprestasi”, Privat Low, Vol. 6, No. 1, (2018) Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta, h. 84.

18 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen Teori Dan Penerapannya

Dalam Pemasaran, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 357.
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permasalahan yang dihadapi. Pendekatan tersebut
menyangkut  pengetahuan mengenai  esensi  atas
permasalahan yang dihadapi. Pendekatan tersebut
menyangkut  pengetahuan mengenai  esensi  atas
permasalahan yang dihadapi, pengumpulan fakta dan data
yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, analisis
permasalahan dengan menggunakan fakta dan data,
mencari alternatif ~ pemecahan, menganalisis setiap
alternatif  sehingga ditemukan alternatif yang paling
rasional dan penilaian atas keluaran yang dicapai.
Pengambilan  keputusan adalah serangkaian
aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha
memecahkan permasalahan yang dihadapi kemudian
menetapkan berbagai alternatif yang dianggap paling
rasional dan sesuai dengan lingkungan organisasi. Jadi,
mengambil keputusan berarti memilih dan menetapkan
suatu alternatif yang dianggap paling menguntungkan dari
beberapa alternatif yang dihadapi. Alternatif yang

ditetapkan merupakan keputusan. Kualitas dari keputusan
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yang diambil tersebut merupakan standar dari efektivitas
mereka.

Analisis yang sistematik mengenai pengambilan
keputusan terkenal dengan nama teori keputusan. Teori
keputusan berakar kuat dalam bidang statistika dan ilmu
perilaku serta memiliki tujuan pengambil keputusan
dalam ilmu tersebut bukan hanya sebagai kiat saja.

Herbert A. Simon telah mengembangkan
Klasifikasi jenis keputusan yang berbeda, yaitu keputusan
yang di program (programmed decisions) dan keputusan
yang tidak diprogram (nonprogrammed decision).
Keputusan yang di program
Keputusan dapat diprogramkan sejauh keputusan tersebut
berulang dan rutin serta telah dikembangkan prosedur
tertentu untuk menanganinya. Manajer dari sebagian besar
organisasi sering menghadapi beberapa keputusan yang di
programkan dalam pekerjaannya secara rutin. Keputusan
tersebut harus dilakukan tanpa mengeluarkan sumber daya

organisasi yang kurang perlu. Secara tradisional,
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keputusan yang diprogramkan telah ditangani dengan
norma, prosedur kerja yang baku, dan struktur organisasi
yang mengembangkan  prosedur  spesifik  untuk
menanganinya.

Keputusan yang tidak di program

Suatu keputusan tidak di program manakala keputusan
tersebut baru dan tidak tersusun. Oleh karena keputusan
tersebut memiliki karakteristik demikian maka tidak ada
prosedur yang pasti untuk menangani permasalahan. Hal
itu disebabkan permasalahan yang rumit atau luar biasa
urgensinya sehingga keputusan harus diidentifikasi
dengan tepat karena jenis pengambilan keputusan sering
kali memerlukan alokasi dana yang sangat besar.
Keputusan yang tidak di program secara tradisional telah
ditangani  dengan  pemecahan  masalah  umum,
mempertimbangkan, intuisi, dan Kkreativitas. Namun,
manajemen modern belum banyak kemajuan dalam

meningkatkan pengambilan keputusan yang tidak di
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program dibandingkan dengan kemajuan dalam
pengambilan keputusan yang di program.

Proses pengambilan keputusan yang rumit sering
melibatkan beberapa keputusan. Suatu keputusan
(decision) melibatkan pilihan diantara dua atau lebih
alternatif tindakan atau perilaku. Keputusan selalu
mensyaratkan pilihan diantara beberapa perilaku yang
berbeda.”

Masalah-masalah yang bersifat tidak terprogram
ini membutuhkan aspek tambahan dalam pemecahannya,
seperti kreativitas, intuisi dan pertimbangan. Setiap
keputusan masalah tidak terprogram selalu dihadapkan
pada kondisi ketidakpastian dan faktor-faktor lain yang
diluar kontrol dari pengambilan keputusan. Teknik-teknik
pengambilan keputusan yang terprogram seperti teknik
linear programming tidak akan dapat diterapkan dalam

situasi seperti ini.

1% Nugroho J. Setiadi, Perilaku Konsumen Perspektif Kontemporer

Pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen Edisi Revisi, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2013), 341.
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Setiap persoalan yang dapat dikelompokkan sebagai
masalah yang tidak terstruktur mempunyai karakteristik
umum sebagai berikut:
1. Terdapat satu set tujuan
2. Terdapat lebih dari satu alternatif tindakan.
3. Setiap tindakan mempunyai satu atau lebih
outcomes.
4. Terdapat suatu sistem kriteria untuk menentukan
alternatif tindakan, mana yang terbaik.

Didalam mengambi keputusan, diperlukan adanya
suatu proyeksi dari outocomes untuk setiap tindakan.
Selain itu, perbandingan outocomes tersebut juga untuk
menentukan strategi yang terbaik. Terlepas dari
kemampuan mengambil keputusan untuk memprediksi
outocomes dari setiap alternatif tindakan pengambilan
keputusan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti.

2. Pengambilan keputusan dalam kondisi risiko.
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3. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak
pasti.?’

Suatu keputusan merupakan kesimpulan dari suatu proses
pemilihan dan penetapan diantara dua atau lebih alternatif
tindakan yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.*

2. Pengertian Meminjam

Arti  kata meminjam dalam Kamus Bahasa
Indonesia yaitu memakai barang atau uang dan
sebagainya orang lain untuk sementara (waktu).?

Dalam keputusan membeli barang konsumen
sering lebih dari dua pihak yang terlibat dalam proses
pertukaran atau membelinya berdasarkan tujuan
pembelian, konsumen dapat diklasifikasikan menjadi dua
kelompok, vyaitu konsumen akhir (individual) dan
konsumen  organisasional  (konsumen industrial,

konsumen perantara, da konsumen bisnis). Konsumen

2 Jerry R. McMurtry, Pengambilan Keputusan dan Pemecahan
Masalah, (Jakarta: PT. Indeks Jakarta, 2010), 4.

2! Soeparno W, Analilis Forecasting dan Keputusan Manajemen
Teori dan Aplikasi Metode Analisis Kuantitatif, (Jakarta, Salemba Empat:
2009), 35.

22 Yeyen Maryani, dkk., Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar,
(Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), 412.
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akhir terdiri dari individu dan rumah tangga yang tujuan
pembeliannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri
atau untuk  dikonsumsi.  Sedangkan  konsumen
organisasional terdiri atas organisasi, pemakai industry,
pedagang, dan lembaga non profit yang tujuan
pembeliannya adalah untuk keperluan bisnis (memperoleh
laba) atau meningkatkan kesejahteraan anggotanya.”®
Sedangkan tujuan dari meminjamkan kepada

anggota atau nasabah dalam koperasi yaitu salah satunya
untuk membantu keperluan para anggota yang sangat
membutuhkan dengan syarat dan bunga yang ringan.?

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Dalam
Meminjam
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan

dalam meminjam adalah sebagai berikut:

® Nyoman Tri Adnyani Sutama, dkk., Analisis Pengaruh Harga,
Iklan, dan Penjualan Perseorangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BRI
KCP Lembaga Terhadap Keputusan Meminjam Oleh Pedagang Pasar
Tradisional” Jurnal limiah Manajemen Bisnis dan Terapan, Tahun XI, No. 2,
(Oktober 2014), h. 5.

* Muhammad Firdaus, dkk., Perkoperasian Sejarah, Teori, &
Praktek, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 68.
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1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa
kredit yang dberikan (berupa uang, barang, atau
jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa
tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan
oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan
penelitian tentang nasabah bank secara interen
maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan
tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap
nasabah permohonan kredit.

Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga
mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi
kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini
dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-
masing  pihak  menandatangani  hak dan

kewajibannya masing-masing.
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3. Jangka waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka
waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa
pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka
waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek,
jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko
Adanya suatu tenggang waktu pengambilan akan
menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/ macet
pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit
semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.
Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko
yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun
oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi
bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah
tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas Jasa
Merupakan keuntungan atas pemberian suatu

kredit atau jasa tersebut yang kita kenal denga
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nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan
biaya administrasi  kredit ini  merupakan
keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang
berdasarkan prinsip syariah balas jasanya
ditentukan dengan bagi hasil.®
Terdapat dua model pengambilan keputusan yang
sangat sering terdapat dalam suatu organisasi adalah
model normatif dan model deskriptif.
1. Model Normatif
Yaitu sebuah model pengambilan keputusan yang
memberikan kepada manajer sebagai pengambil
keputusan mengenai bagaimana ia harus mengambil
sekelompok keputusan. Model normatif secara umum
telah dikembangkan oleh para ekonom dan ilmuan
manajemen. Salah satu contoh model normatif dalam

akuntansi adalah mengenai penganggaran modal

(Capital Budgeting).

2% Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, 87.
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2. Model deskriptif
Yaitu sebuah model pengambilan keputusan yang
berusaha untuk menjelaskan perilaku konkret dan
karena itu yang dikembangkan terutama oleh para
ilmuan perilaku.

Pada model normatif, kriteria untuk menentukan
satu diantara beberapa alternatif adalah maksimumkan
laba, utilitas, nilai yang diharapkan, dan sejenisnya.
Tujuan ini apabila dinyatakan dalam bentuk
kuantitatif, dianggap fungsi  objektif  sebuah
keputusan. Dalam organisasi bisnis utilitas biasanya
dianggap sebagai pencapai laba, tetapi dapat pula
berupa penjualan, bagian pasar, dan sebagainya.

Pandangan alternatif pada kriteria pengambilan
keputusan adalah pemuasan. Pandangan tersebut
berasal dari model perilaku deskriptif yang
mengatakan bahwa manajer sebagai pengambil
keputusan tidak mengetahui seluruh alternatif dan

harus mencarinya. Mereka tidak sepenuhnya rasional
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atau menyeluruh dalam pencariannya. Mereka
mengadakan simplikasi atas faktor-faktor yang harus
dipertimbangkan dan karena itu mengurangi
banyaknya hal yang harus dipertimbangkan.

Anggapan konsep pemuasan lebih merupakan
rasionalitas terbatas daripada rasionalitas lengkap.
Manajer hanya memiliki kemampuan kognitif untuk

menyerap alternatif beserta dampaknya.?

D. Hubungan Antar Pembiayaan Tanggung Renteng

Terhadap keputusan Meminjam

Variabel penelitian merupakan indikator yang
menentukan keberhasilan penelitian atau apa yang menjadi
titik perhatian. Variabel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat
atau dependent variable, dalam penelitian ini variabel bebas
adalah pembiayaan tanggung renteng (X) sedangkan variabel

terikat adalah keputusan meminjam ().

%6 Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,

2013), 183.
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Definisi operasional pengukuran hubungan antar
variabel pada penelitian ini adalah:

1. Pembiayaan tanggung renteng merupakan jenis
pembiayaan yang mempunyai sistem dimana terdapat
hukum menanggung secara bersama-sama tentang biaya
yang harus dibayar dan sebagainya. Pembiayaan tanggung
renteng juga merupakan tanggung jawab bersama setiap
orang anggota kelompok untuk memenuhi kewajiban
secara bersama-sama jika terdapat suatu masalah.

2. Keputusan meminjam merupakan cara untuk memilih dan
menetapkan suatu alternative yang dianggap paling
menguntungkan dari beberapa alternative yang dihadapi

untuk meminjam.

Terdapat ikatan atau hubungan yang erat antara
pembiayaan tanggung renteng terhadap keputusan
nasabah atau anggota dalam meminjam. Sebagaimana
yang telah dijelaskan diatas bahwa pembiayaan tanggung
renteng bisa meringankan setiap orang anggota kelompok

yang tidak bisa membayar sejumlah biaya yang harus
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E.

dibayarkan pada waktu yang telah di tentukan. Adanya
kekeluargaan, sikap kegotongroyongan antar anggota jika
terdapat salah seorang anggota tidak bisa membayar
kewajibannya, juga pembiayaan tanggung renteng juga
bisa membuat kelancaran modal bagi usaha mereka
sehingga orang tersebut memutuskan untuk meminjam

pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Cikedal.

Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian
ini dan dapat dijadikan referensi bagi penulis serta untuk
menjaga keotentikan penelitian ini maka penulis akan
mengemukakan beberapa literatur karya ilmiah yang ada
antara lain:

Pengaruh Pembiayaan Tanggung Renteng dan
Pendampingan Terhadap Pengembangan Usaha Anggota
LKM KUBE Sejahtera 10 Bimomartani, Ngemplak Sleman
olen Riska Dwi Syam Anggraini (2012). Penelitian ini

merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Variabel dalam
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penelitian ini adalah pembiayaan tanggung renteng,
pendampingan, dan pengembangan usaha. Jumlah sampel
sebanyak 44 orang engan mengambil sampel sebanyak 10
persen dari setiap KUBE. Teknik sampling dalam penelitian
ini adalah propottionate random sampling. Teknik
pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi.
Teknik analisa yang digunakan adalah regresi ganda. Hasil
penelitian menunjukan bahwa pembiayaan tanggung renteng
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan
usaha anggota yang ditujukkan nilai koefisien regresi 0.501
dan nilai t hitung 2.956 lebih besar dari t tabel 1.684.
pendampingan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pengembangan usaha anggota ditunjukkan dengan nilai
koefisien regresi 0.411 dan nilai t hitung 3.503 lebih besar
dari t tabel 1.684 dan secara simultan ada pengaruh positif
dan signifikan pembiayaan tanggung renteng dan
pendampingan terhadap pengembangan usaha anggota,
ditunjukan dengan nilai F hitung 18.342 lebih besar dari F

tabel 2.320. Variabel pendampingan memiliki pengaruh
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paling dominan terhadap pengembangan usaha anggota yaitu
26.40 persen. Sumbangan efektif pembiayaan tanggung
renteng dan pendampingan sebesar 47.22 persen terhadap
pengembangan usaha anggota, sedangkan 52.78 persen
dijelaskan oleh faktor lain.?’

Makna Sistem Tanggung Renteng Bagi Terjadinya
Perubahan Perilaku Ekonomi Anggota Kelompok Pengusaha
Pedagang Kecil (KPPK) di Koperasi Wanita Serba Usaha
“Setia Budi Wanita” Jawa Timur oleh Sjahandari Criana.
Pendekatan penelitian dilaksanakan secara kuantitatif, dengan
menggali secara lebih dalam mengenai makna sistem
tanggung renteng yang selama ini berhasil mengadakan
perubahan sikap dan perilaku ekonomi bagi sebagian besar
anggota. Temuan penelitian menunjukan bahwa perilaku
ekonomi di bidang produksi, distribusi, konsimsi, investasi,
menabung dan simpan pinjam bila dikaitkan dengan enam

tata nilai dasar sistem tanggung renteng yang terdiri dari

?" Riska Dwi Syam Anggraini, “Pengaruh Pembiayaan Tanggung

Renteng terhadp Pengembangan Usaha Anggot LIKM KUBE Sejahtera 10
Bimomartani , Ngemplak Sleman”, (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta,
2012), vii.
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kebersamaan, keterbukaan, musyawarah, percaya, disiplin,
dan tanggung jawab maka bagi perubahan ekonomi dalam hal
menambah pengetahuan dan keterampilan serta merubah
sikap dan kebiasaan menjadi lebih berkualitas. Sedangkan
implikasi penelitian memberikan makna tanggung renteng
yang diperoleh melalui kegiatan kelompok, serta memberikan
makna sistem tanggung renteng dalam transformasi
kelembagaan dan transformasi ekonomi. Hasil penelitian ini
diharapkan bermanfaat dan bisa direkomendasikan bagi (1)
koperasi setia budhi wanita, (2) kelompok-kelompok yang
ada di masyarakat seperti kelompok petani, nelayan,
pelestarian alam, PKK dan lainnya (3) Pemerintah juga
diperlukan.?®

Sistem  Tanggung Renteng Sebagai Strategi
Pembiayaan Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDES yang
Bankable Pada Masyarakat Desa (Studi Fenomenologi Pada

Laporan Keuangan BUMDES Cipta Karya Desa Ngeni

?® Sjahandari Criana, "Makna Sistem Tanggung Renteng Bagi
Terjadinya Perubahan Perilaku Ekonomi Anggota Kelompok Pengusaha
Pedagang Kecil (KPKK) di Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita”
Jawa Timur, jurnal Pendidikan Humaniora , Volume 1 , Nomor 3, (September
2013) Universitas Negeri Malang, h. 265.
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Kabupaten Blitar Per Agustus 2016 — Agustus 2017) Oleh
Arif Wahyudi dan Fepna Rustantia. Kinerja merupakan salah
satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan dan
perkembangan suatu agensi atau organisasi. Seperti halnya
dengan badan usaha milik desa dari karya berhak cipta yang
menerapkan sistem tanggung jawab bersama sebagai strategi
untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis pembiayaan. Sistem
tanggung jawab bersama adalah sistem saling membantu
dalam mengasumsikan kewajiban. Sistem tanggung jawab
bersama menjunjung tinggi nilai rasa kebersamaan dan saling
percaya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui bagaimana pengaruh penerapan sistem tanggung
jawab bersama dalam meminimalkan risiko kredit bermasalah
(non performing loan / NPL) dalam bisnis pembiayaan
BUMDES Cipta Karya. Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif dengan metodologi kualitatif dengan pendekatan
fenomologi. Dimana peneliti melakukan investigasi dengan
menggambarkan fenomena pada objek berdasarkan fakta

bahwa kolam seperti itu. Objek dalam penelitian ini adalah
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laporan keuangan badan usaha desa pada periode 2016 -
Agustus 2017. Penelitian dilakukan dengan wawancara,
observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data teknis
yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan
diakhiri dengan membuat kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang seimbang antara
kinerja manajerial, kinerja kelompok dan Kkinerja organisasi.
di mana ia dapat mendukung pengembangan dan kemajuan
usaha karya cipta usaha bisnis desa tersebut. Namun, dalam
kinerja keuangan sistem tanggung jawab bersama belum
berhasil memperbaiki kinerja keuangan.?

Efektivitas Pembiayaan Kelompok Dengan Pola
Tanggung Renteng Terhadap Usaha Mikro Perempuan (Studi
Kasus BMT KUBE Sejahtera Sleman) Oleh Putri Intan
Permata Sari pada tahun 2016, menunjukan hasil bahwa

Pendapatan Sebelum Pembiayaan (X1) menghasilkan nilai

2 Arif Wahyudi, Fepna Rustantia, “Sistem Tanggung Renteng
Sebagai Strategi Pembiayaan Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDES yang
Bankable Pada Masyarakat Desa (Studi Fenomenologi Pada Laporan
Keuangan BUMDES Cipta Karya Desa Ngeni Kabupaten Blitar Per Agustus
2016 - Agustus 2017)”, Jurnal Prosiding Seminar Nasional dan Call For
Paper Ekonomi dan Bisnis  (SNAPER-EBIS 2017), (Oktober 2017),
Universitas Islam Balitar, h.35.
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thitung SEDESAr 73.737, sedangkan pada nilai tipe Sebesar 1.670,
dengan tingkat signifikan 0,05. Oleh karena itu, nilai thiwng >
traber Yaitu 73.737 > 1.670. Artinya bahwa Ha ditolak bahwa
variabel Pendapatan Sebelum Pembiayaan (X1) berpengaruh
signifikan terhadap Pendapatan Setelah Pembiayaan (Y).
Variabel Besar Pembiayaan (X2) menunjukan hasil thiwung
sebesar 0.001 dan tgne 1.670, maka Ho diterima. Artinya,
bahwa variabel Besar Pembiayaan (X2) tidak berpengaruh
signifikan terhadap variabel Pendapatan Setelah Pembiayaan
(Y). Variabel Besar Angsuran (X3) menghasilkan nilai thiwng
sebesar 1.439 sedangkan type Yaitu sebesar 1.670. Karena
thitung < Tabel Yaitu 1.439 < 1.670 maka Ho diterima. Artinya
variabel Besar Angsuran (X3) tidak berpengaruh signifikan
terhadap Pendapatan Setelah pembiayaan (). Nilai koefisien
determinasi yang didapat dari penelitian ini yaitu sebesar
0,597. Artinya serentak Pendapatan Setelah pembiayaan ()
dipengaruhi oleh variabel Pendapatan Sebelum pembiayaan

(X1), Besar Pembiayaan (X2), dan Besar Angsuran (X3)
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sebesar 59,7% dan sisanya 40,3% dipengaruhi oleh faktor-
faktor lain.®

Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung
Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep
Kafalah Bi Al- Mal (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda
Aceh) Oleh Mona Hilul Irfan (2017). Jaminan merupakan
suatu pegangan bagi sebuah lembaga keuangan yang
menyalurkan  pembiayaan. Tujuannya adalah  untuk
meyakinkan bank bahwa nasabah debiturnya melaksanakan
semua kewajibannya, juga sebagai proteksi terhadap segala
risiko yang akan terjadi. Namun, tidak semua lembaga
keuangan menerapkan sistem jaminan kebendaan (fisik)
dalam pembiayaan yang disalurkan, salah satunya adalah
Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh yang menerapkan sistem
jaminan tanggung renteng dalam pembiayaan yang disalurkan
secara berkelompok. Sistem tanggung renteng yaitu suatu

perikatan tanggung menanggung yang terjadi antara beberapa

%0 puytri Intan Permata Sari, “Efektivitas Pembiayaan Kelompok
Dengan Pola Tanggung Renteng Terhadap Usaha Mikro Perempuan (Studi
Kasus BMT KUBE Sejahtera Sleman)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, 2016), 108.
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orang berpiutang atau pertanggung jawaban yang disandarkan
atas lebih dari satu orang. Penelitian ini bertujuan untuk
meneliti mekanisme pembiayaan kelompok dengan sistem
tanggung renteng, dan penerapan sistem penjaminan
tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok serta
bagaimana perspektif kafalah bi al-mal terhadap jaminan
tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok di Koperasi
Mitra Dhuafa Banda Aceh. Penelitian ini termasuk kepada
penelitian  kualitatif yang bersifat deskriptif analisis,
pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan
studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
mekanisme pembiayaan kelompok dengan sistem tanggung
renteng di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh dilakukan
melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap perekrutan
anggota, tahap pengajuan pembiayaan, tahap analisis dan
penyeleksian dan tahap akhir adalah pencairan pembiayaan.
Penerapan sistem tanggung renteng pada Koperasi Mitra
Dhuafa Banda Aceh dengan cara anggota dalam satu

kelompok saling menanggung dan saling bertanggung jawab
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secara bersama apabila ada salah seorang anggota kelompok
yang wanprestasi terhadap kewajibannya dalam membayar
angsuran yang telah disepakati. Penerapan jaminan tanggung
renteng dalam pembiayaan kelompok oleh Koperasi Mitra
Dhuafa Banda Aceh sudah sesuai dengan konsep kafalah bi
al-mal dalam figh muamalah, karena dalam pembayaran
angsuran, apabila salah seorang anggota tidak dapat
membayar angsuran tepat pada waktunya maka yang harus
menaggung angsuran tersebut adalah penjamin, penjamin
yaitu semua anggota yang ada dalam satu kelompok
pembiayaan.™

Perbedaan dari penelitian ini dengan peneliti sebelumnya,
yaitu variabel dependen yang diteliti, teknik pengambilan
sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Penelitian ini difokuskan kepada nasabah yang meminjam di
Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Cikedal yang mempunyai

sistem pembiayaan tanggung renteng, perbedaan juga terlihat

%' Mona Hilul Irfan, “Analisisi penerapan Sistem Penjaminan
Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep
Kafalah Bi Al-Mal (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)”, (Skripsi,
Universitas Islam Ar- Raniry Darussalam- Banda Aceh, 2017), iv.
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F.

dari teknik pengambilan sampel yang digunakan. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu menggunakan rumus slovin sedangkan pada penelitian
sebelumnya yaitu mengunakan teknik propottionate random
sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu dengan menggunakan angket (kuesioner),
wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan pada penelitian
sebelumnya yaitu seberapa pengaruh pola tanggung renteng

tersebut tehadap keputusan nasabah dalam meminjam.

Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap
rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah
penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.
Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru
didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada
fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan

data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban



72

teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban

yang empirik.*

e HO = Tidak pengaruh antara pembiayaan tanggung
renteng terhadap keputusan meminjam.

e H1 = Terdapat pengaruh antara pembiayaan tanggung
renteng terhadap keputusan meminjam.

Dengan demikian hipotesis yang diduga oleh peneliti
yaitu pada nasabah Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Cikedal
yang pembiayaannya menggunakan sistem tanggung renteng
sebagai variabel independen akan dipengaruhi secara parsial
oleh pembiayaan tanggung renteng itu sendiri sebagali
variabel independen. Menghadapi variabel tersebut
diharapkan hipotesis yang ditentukan oleh peneliti dapat satu
sama lain berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam

meminjam sebagai variabel dependen.

%2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2017), 63.



